PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 7 TAHUN 2007
TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DOKTER MOHAMAD SALEH KOTA PROBOLINGGO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa kesadaran masyarakat akap Behat mempengaruhi meningkatnya
kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakapgatesarana dan
prasarana baik jumlah maupun mutu pelayanan ;
bahwa untuk meningkakan mutu pelayanan kepada masya diperlukan
adanya dukungan dan kerjasama yang seimbang, laaik Riemerintah
maupun masyarakat secara menyeluruh, terpadu dieesbeambungan ;
bahwa berdasarkan perkembangan keadaan, sertaulkabutnasyarakat
untuk memperoleh mutu pelayanan yang baik, makatian Daerah Kota
Probolinggo Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribidayanan Kesehatan
Masyarakat Di Rumah Sakit Umum Dokter Mohamad Saebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Prolgaifgomor 4 Tahun
2003, sudah tidak sesuai dengan perkembangan ;
bahwa sehubungan pertimbangan sebagaimana dimp&dachuruf a, b, dan
¢ Konsideran ini, maka perlu mengatur Retribusiaffahan Kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Saleh derRgmaturan
Daerah Kota Probolinggo.

1. Undang-undang Republik Indonesia bloni7 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Ja&waur, Jawa Tengah
dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesiagdal 14 Agustus
1950);

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tah@B81 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negepalftik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Riepudonesia
Nomor 3209) ;



10.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2198ntang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia TA892 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoA®@i5)3

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun71@$tang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Ri&pimglonesia Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubtlkniesia Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-urkigmgblik Indonesia
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik led@nTahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelafidomor 4148) ;

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 42@6ntang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembigara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LembaragafdeRepublik

Indonesia Nomor 4389) ;

. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahum 26@tang Praktek

Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia m&@04 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nod@i2 )4

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 42G6ntang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik #si@anTahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelangdomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Relpalonesia Nomor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan PemeRetagganti Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tenRerubahan Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tent@emerintahan
Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Rigpuihdonesia

Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran NegaralRkepaudonesia

Nomor 4548) ;

. Undang-Undang Republik Indonesia 33 Tahun 2004atentPerimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintatzmab (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, bedran Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentangb&®ean Batas

Wilayah Kotomadya daerah Tingkat Il Probolinggo ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentanak$2maan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negepalftik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Rkepmbonesia
Nomor 3258) ;



Menetapkan

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentangePamn Sebagian
Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan Kepadaabagembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Témbalembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3347) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Mhakti dan Praktek
Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Republi#oimesia Tahun 1987
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indariésmor 3347) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentangibB& Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nam®, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentangeR#aan Keuangan
Badan Pelayanan Umum (Lembaran Negara Republiknesla Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamgsmor 4503) ;
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo
1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan t&takokter dan
Dokter Gigi ;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomo
582/MENKES/PER/X/2005 tentang Pola Tarip Rumah S2&merintah ;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahurb 286tang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Probgiingembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 4) sebagaimalahn tdiubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahury ZD@mbaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 2) ;

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahur6 28@tang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kotbdtinggo Tahun
2006 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan
WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENNG PELAYANAN
KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER MOHAMAD
SALEH KOTA PROBOLINGGO.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud deng#ahist

1.

2
3.
4

10.

11.

12.

Daerah adalah Kota Probolinggo ;

Pemerintah Daerahadalah Pemerintah Kota Probolinggo ;

Kepala Daerahadalah Walikota Probolinggo;

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah
RSUD “Dokter Mohamad Saleh” Kota Probolinggo ;

Kepala RSUD adalah Kepala RSUD “Dokter Mohamad Saleh” Kota
Probolinggo ;

Orang Pribadi adalah orang perseorangan ;

Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang mempa&satuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak metakulsaha yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komandierseroan lainnya,
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan namaddiam bentuk
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, eRetsan,
Perkumpulan, Yayasan, Lembaga, Bentuk Usaha TetapBéntuk Badan
lainnya ;

Rumah Sakit adalah suatu sarana kesehatan yang menyelenggaraka
pelayanan kesehatan secara merata dengan mengatamagaya
penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan yitalgahakan secara
serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan kasetlah pencegahan
penyakit dalam suatu tatanan rujukan serta dapaiardaatkan untuk
pendidikan dan penelitian;

Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang menyelenggarakan
pelayanan kesehatan kepada masyarakat untuk semigapenyakit dari
pelayanan dasar sampai dengan sub spesialistik aisedengan
kemampuannya ;

Pelayanan Rawat Jalanadalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelay kesehatan lainnya
tanpa tinggal di Ruang Rawat Inap ;

Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan
yang harus diberikan secepatnya untuk mencegahhggukngi resiko
kematian atau cacat ;

Pelayanan Rawat Inapadalah pelayanan kepada pasien untuk observasi,
perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi kimddn atau kesehatan

lainnya dengan menempati tempat tidur;



13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Pelayanan Rawat Sehari (One Day Care) di Rumah Sakiadalah
pelayanan kepada pasien untuk observasi, peravwhsgmosis, pengobatan,
rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatardéa menempati tempat
tidur kurang dari 1 (satu) hari (24 jam) ;

Pelayanan medikadalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksarédian
tenaga medik ;

Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang
menggunakan pembiusan umum, pembiusan lokal at@a fZembiusan ;
Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan;
Tindakan Operasi Komplek adalah tindakan operasi besar dengan
komplikasi atau penyulit ;

Tindakan Operasi Canggih adalah tindakan operasi yang menggunakan
alat-alat canggih ;

Tindakan Kefarmasian adalah suatu tindakan yang ada hubungannya
dengan profesi kefarmasian dari persiapan sampgepghan obat dan alat-
alat farmasi lain baik langsung maupun tidak langskepada pasien ;
Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan untuk penunjang
penegakan diagnosis dan terapi ;

Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Menthadalah pelayanan
yang diberikan oleh Unit Rehabilitasi Medik dalarentuk pelayanan
fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara,otik, prostetik, bimbingan
sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasnya ;

Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi
upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras depgsa pencegahan
penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehgtgndan mulut pada
pasien di Rumah Sakit ;

Pelayanan Penunjang Non Medikadalah pelayanan yang diberikan di
Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitamgade pelayanan
medik ;

Pelayanan Konsultasi Khususadalah pelayanan yang diberikan dalam
bentuk konsultasi psikologi, gizi, kanker, Aids damsultasi lainnya ;
Pelayanan medico-legahdalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan
kepentingan hukum ;

Pemulasaraan/Perawata Jenasah adalah kegiatan yang meliputi
perawatan jenasah, konservasi bedah mayat yankukila oleh Rumah
Sakit untuk kepentingan pelayanan kesehatan, penaakdan kepentingan

proses peradilan;



27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan peuitinesaran
tarif Rumah Sakit ;

Tarip adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggakagratan
pelayanan di Rumah Sakit, yang dibebankan kepadeyarekat sebagai
imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya ;

Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasukamali
Rumah Sakit ;

Perawatan Khususadalah perawatan pasien pada ruang perawatanshusu
(isolasi) dengan pemberian perlakuan atau tindakasus ;

Ruang ICU adalah ruang perawatan intensif selama 24 (duzhpernpat)
jam di Rumah Sakit ;

Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggagg b
pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggumakelapat
pelayanan di Rumah Sakit ;

Bahan pakai habis dasaradalah obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan
pakai habis yang digunakan secara langsung danfdbessnum dalam
rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobddan konsultasi,
rehabilitasi medik dan / atau pelayanan lainnya ;

Lama perawatan adalah lamanya hari dirawat selama Rawat Inap di
ruangan ;

Jasaadalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usahpeii@yanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatamyinyang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oletef@ah
Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatamyai yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

Jasa Pelayananadalah imbalan yang diterima oleh pelaksana petaya
atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam raviggervasi, diagnosis,
pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi median atau pelayanan
lainnya ;

Jasa Saranaadalah imbalan yang diterima rumah sakit atas gaiaa
sarana / fasilitas rumah sakit, obat-obatan ddsahan kimia dan alat
kesehatan pakai habis dasar, yang digunakan laggdatam rangka
observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasabildasi medik dan /
atau pelayanan lainnya ;

Jasa Keperawatanadalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pe&aya
(perawat) atas upaya melaksanakan asuhan kepenamatgputi merawat

pasien, memandikan, eliminasi, memasukkan obapatastah dokter dll ;



40.

41].

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

Jasa Anesteshadalah jasa pelayanan anestesi dan reanimasidylagigkan
oleh tenaga medis dan / atau tenaga keperawatatesn&epada pasien
yang menjalani tindakan medik operatif ;

Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disdiakan atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kipgsn dan
kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh oraibgqhi atau badan ;
Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya dibet Retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan yaamiabdi RSUD ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dpat disingkat
SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentb&aarnya jumlah
retribusi yang terutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yangdapat disingkat
SKRDKB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukesarbya
jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, milah kekurangan
pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi adtrasisdan jumlah yang
masih harus dibayar ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambdan yang
selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang tktatapkan ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang slanjutnya dapat
disingkat SKRDLB adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah krestiibusi lebih besar
daripada retribusi yang terutang atau tidak selngeuterutang ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil yang selanjinya dapat
disingkat SKRDN adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah pokok retribusi sama besarnya dengan jurkifedit retribusi atau
retribusi tidak terutang dan tidak ada kredit eisi ;

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapt disingkat
STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi d&u sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda ;

Surat Keberatan adalah Surat keberatan terhadap SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan, SKRDKB, SKRDKBT, SKRDLB, BBN atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihakakgding diajukan oleh
wajib retribusi ;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengilanp
dan mengolah data dan atau keterangan lainnya unémguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan ldadam rangka

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undagtgidisi daerah ;



51. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah
Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidigaivai Negeri Sipil
yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencariasemengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tinda#tapa di bidang

retribusi daerah yang terjadi serta menemukanrigksaya.

BAB Il
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Pasal 2
Setiap pemberian jasa pelayanan kesehatan di Rguidgiit retribusi dengan

nama Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3
Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yangyikiim oleh RSUD Dr.
Mohamad Saleh.

Pasal 4
Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badarg yaendapat pelayanan
kesehatan dari RSUD.

BAB llI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5
Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebatydiusi jasa umum.

BAB IV
PRINSIP PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI DAN CARA
MENGHITUNG TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6
Prinsip dan sasaran dalam penetapan besaran setpblayanan keseatan
bertujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan ké&selyang meliputi biaya

sarana, prasarana, operasional dan pemeliharaan.

Pasal 7
Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekugan jenis pelayanan

kesehatan.



BAB V
KEBIJAKAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8
(1). Retribusi pelayanan kesehatan di RSUD. Dr. &nedd Saleh terdiri dari :
Retribusi Pelayanan Kelas Ill, Kelas Il, Kelas Ind®aviliun (kelas

Utama).

(2) Retribusi Pelayanan di RSUD Dr. Mohamad Sale&liputi semua
klasifikasi dan jenis pelayanan.

(3) Retribusi Pelayanan Kesehatan terdiri dari $@gana dan Jasa Pelayanan.

(4) Biaya Jasa sarana dihitung berdasarkan biaymrsgunit cost) dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

(5) Bahan dan alat kesehatan pakai habis, obatwolltn bahan kimia yang
dipergunakan langsung oleh pasien diluar kompomsa sarana yang
bersifat umum dan tidak disediakan oleh ruma salkibjadi tanggungan
pasien.

(6) Penetapan jenis dan macam bahan dan alat kesgbakai habis, obat-
obatan dan bahan kimia sebagaimana dimaksud padgZyditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
JENIS — JENIS PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 9
(1) Pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Mohamad Saleh gapgt dikenakan
retribusi pelayanan kesehatan adalah :
a. Pelayanan Kesehatan berdasarkan klasifikasinya :
1) Pelayanan Rawat Jalan;
2) Pelayanan Rawat Darurat; dan
3) Pelayanan Rawat Inap.
b. Pelayanan Kesehatan berdasarkan jenis pelayanan :
1) Pelayanan Medik;
2) Pelayanan Penunjang Medik;
3) Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
4) Penunjang Non Medik;
5) Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Mental;
6) Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
7) Pelayanan Konsultasi Khusus;
8) Pelayanan Medico Legal;
9) Pelayanan Pemulasaran atau Perawatan Jenasah; dan

10) Pelayanan Lain-lain.



BAB VII
PELAYANAN RAWAT JALAN
Pasal 10

(1) Setiap pemberian Rawat Jalan untuk Pelayanan Unikemakan retribusi
pelayanan kesehatan yang diwujudkan dalam bentugiskaarian yang
meliputi jasa sarana dan jasa pelayanan;

(2) Tarip bagi pasien tanpa membawa rujukan dari Pusk&satau Rumah
Sakit Pemerintah ditetapkan sebesar maksimum 4a@rkali tarip retribusi
pasien Rawat Jalan dengan rujukan; dan

(3) Setiap pemberian pelayanan Rawat Jalan untuk Kétama (Paviliun)

dikenakan biaya jasa sarana dan honorarium pelayana

BAB VIII
PELAYANAN RAWAT DARURAT
Pasal 11
(1) Retribusi Pasien Rawat Darurat ditetapkan sebeaksimum 4 (empat) kali
retribusi harian ;
(2) Tarip Akomodasi Instalasi Gawat Darurat (IRD) semnrendahnya
ditetapkan sama dengan tarip tidakan sejenis Gk
(3) Tarip Tindakan Medik dan Penunjang Medik di InggalRawat Darurat,
ditetapkan serenda-rendanya sama dengan tarigkéindzejenis di Kelas II;
dan
(4) Bagi Pasien yang menginginkan Kelas Utama (Payiliuhtetapkan
sebagaimana tarip pelayanan di Kelas Utama (Pawhmg berlaku.

BAB IX
PELAYANAN RAWAT INAP

Pasal 12
Jenis Pelayanan Rawat Inap di RSUD dr. Moh. Saletirt dari :
a. Kelas Perawatan;
b. Rawat Sehari (One Day Care);
c. Rawat Intermediate; dan
d

. Rawat Intensif.

10



Pasal 13
Kelas Perawatan di RSUD dr. Moh. Saleh terdiri dari
a. Kelas lll;
b. Kelas II;

c. Kelas I; dan

o

Kelas Utama (Paviliun).

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan di RSUD disesuaikan dengancalesndan fasilitas

yang ada, meliputi :

a. Kelas Paviliun :
Terdiri dari 1 (satu) dan atau 2 (dua) tempat tidengan fasilitas : AC,
lemari es, kamar mandi/wc sendiri, almari pakajp@sawat televisi, bel
panggil, meja dan kursi tamu, dokter pribadi, memakanan serta fasilitas
lainnya ;

b. Kelas | :
Terdiri dari 1 (satu) dan atau 2 (dua) tempat tidlengan kipas angin,
kamar mandi / WC sendiri, almari pakaian, kursidamenu makanan serta
fasilitas lainnya ;

c. Kelas Il :
Terdiri dari 4 (empat) atau lebih tempat tidur, giem fasilitas kipas angin,
fasilitas kamar mandi / WC dipakai bersama, alnpakaian, serta kursi
tamu, menu makanan serta fasilitas lainnya ; dan

d. Kelas Il :
Terdiri dari 6 (enam) atau lebih tempat tidur, demdpsilitas kamar mandi /
WC dipakai bersama, almari pakaian, menu makarerdatt sesuai kelas

di Rumah Sakit serta fasilitas lainnya ;

Pasal 15

(1) Setiap pemberian pelayanan rawat inap dikenakatmbust pelayanan
keseatan yang meliputi biaya administrasi (sek@ga sarana dan jasa
pelayanan;

(2) Retribusi Jasa Pelayanan meliputi : tindakan mepkratif, tindakan
medik non operatif, reabilitasi medik, penunjan@gtiotik dan / atau
pelayanan lainnya;

(3) Retribusi/biaya makan pasien merupakan satu kesalelagan biaya jasa

sarana berdasarkan kelas perawatan;

11



(4) Tarip Rawat Siang Hari (Day Cre) untuk pelayananunmditetapkan
serendah-rendahnya sama dengan tarip perawatdaslike

(5) Tarip di ruang intensif untuk pelayanan umum dpkén serendah-
rendahnya sama dengan tarip perawatan dikelaanl; d

(6) Tarif Kelas Perawatan sebagaimana dimaksud padg4ydan (5) adalah
biaya akomodasi dan bahan / alat dasar tidak tekmiaya obat-obatan,

tindakan medik dan terapi maupun penunjang diadgnost

BAB X
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Bagian Pertama
Tarif Rawat Jalan
Pasal 16

(1) Komponen Biaya Rawat Jalan di RSUD, terdiri dari :

a. Jasa pelayanan ;

b. Jasa sarana ;

c. Pemeriksaan penunjang diagnostik ;
d. Tindakan medik dan terapi ;

e. Rehabilitasi medik ;

f. Resep Dokter ; dan

g. Biaya administrasi ;

(2) Untuk menentukan besarnya tarif rawat jalan diperigkan biaya jasa
sarana rumah sakit dan jasa pelayanan yang diraratéldam bentuk karcis
harian ;

(3) Untuk biaya jasa sarana pada poli umum, poli gagi chulut, poli spesialis,
poli konsultasi dan poli fisioterapi, masing-masatigenakan biaya sebesar
Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

(4) Jasa pelayanan poli gigi dan mulut, poli umum daln fisioterapi sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), jasa pelayanan pesialis dan poli
konsultasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

(5) Tarif tindakan di poli gigi dan mulut sebagaimaresébut dalam lampiran
Peraturan Daerah ini ;

(6) Apabila diperlukan konsultasi antar dokter spesiatlikenakan jasa
konsultasi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

(7) Biaya pemeriksaan chek-up, pemeriksaan penunjaagndstik, tindakan
medik dan terapi, rehabilitasi medik serta mediegal, dibayar terpisah
oleh penderita diluar karcis harian unit rawatnat@suai dengan tarif yang

ditetapkan untuk jenis pemeriksaan atau tindakesebeit ;
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(8) Bagi penderita baru atau kunjungan pertama dikendkaya administrasi
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

(9) Apabila kartu berobat Rumah Sakit hilang atau tiddikawa, maka
dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2.000a (tbu rupiah).

Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Gawat Darurat
Pasal 17

(1) Komponen biaya pelayanan penderita pada InstalasiaGDarurat terdiri

dari :

a. Biaya jasa sarana;

b. Jasa pelayanan ;

c. Jasa tindakan medik dan terapi ;
d. Jasa penunjang diagnostik ;

e. Jasa konsultasi spesialis ; dan

f. Biaya administrasi ;

(2) Setiap pasien datang ke IRD dikenakan biaya adtrasis sebesar
Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) ;

(3) Jasa medik pemeriksaan dokter dikenakan biaya &eBgs4000,- (empat
ribu rupiah) ;

(4) Apabila diperlukan konsultasi kepada dokter aledakan biaya konsultasi
yang besarnya sesuai tarip dasar rawat inap kelgiga konsultasi cyto
ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari taapskiltasi ;

(5) Apabila menurut dokter yang memeriksa diperlukamgréksaan dan atau
tindakan lain, maka dikenakan ketentuan sebagaim@maksud pada ayat
(1) huruf b dan huruf ¢, dan kepada penderitaadiliaya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya tambaharesaebbiaya
pemeriksaan dan atau tindakan yang dilaksanakanaisdengan ketentuan
tarip.

Bagian Ketiga
Tarif Rawat Inap
Pasal 18

(1) Komponen biaya Rawat Inap, terdiri dari :

a. Biaya Administrasi ;

b. Biaya Akomodasi ;

c. Jasa Pelayanan ;

d. Pemeriksaan Penunjang Medik ;
e. Rehabilitasi Medik ;
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(2)

@)

(1)

(2)
3)

(4)

(5)

(1)

(2)

f. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik ;

g. Pemeriksaan dan tindakan diagnostik khusus ;

h. Jasa Pelayanan Farmasi ; dan

I. Jasa Konsultasi Gizi ;

Biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayatidalah biaya
menginap di rumah sakit yang meliputi jasa sewa pamtidur,
makan/minum, jasa cucian, jasa pelayanan non ndedigasa lainnya ;
Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada aysadalah pengganti

biaya blanko formulir status pasien yang diretein&SUD.

Pasal 19
Untuk penderita rawat inap di paviliun dikenakaaylai administrasi sebesar
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkamdegita rawat inap
lainnya dikenakan biaya administrasi sebesar RE0D}- (sepuluh ribu
rupiah) diluar biaya rawat inap yang berlaku dgmudgut untuk penderita
baru ;
Besarnya tarif rawat inap per hari ditetapkamaedengan kelas ruangan;
Tarif rawat inap anak-anak dikenakan biaya sebaga@rketentuan pada
ayat (2) ;
Untuk bayi normal dan cukup umur yang dilahirkanRBUD dikenakan
biaya perawatan sebesar 50 % (lima puluh persen)pgsawatan ibu,
kecuali Jasa pelayanan sesuai kelas dimana iburaysad ;
Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik, tindakamiknean terapi,
pelayanan rehabilitasi medik, tindakan medik dadioraterapi serta

perawatan jenasah, bila ada harus dibayar terdeaharif rawat inap.

Bagian Keempat
Tarif Ruang Perawatan Khusus
Pasal 20
Ruang Perawatan Khusus meliputi :
a. Ruang Recovery Room ;
b. Ruang Perinatologi ;
c. Ruang Isolasi ;
d. Ruang ICU ;
Ruang Recovery Room, pada Perawatan ” One Day CdreRecovery
Room dikenakan tarif akomodasi sesuai dengankeldfs II. Jika pasien di
Recovery Room dari Ruangan rawat inap, maka tiddleba@ni biaya

akomodasi ;
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(3) Ruang Perinatologi :

a. Untuk bayi normal dan cukup umur yang dilahirkarR@UD dikenakan
biaya perawatan sebesar 50% (lima puluh persem)pgaawatan ibu,
kecuali jasa pelayanan sesuai dengan kelas dirbangd dirawat ; dan

b. Untuk bayi prematur dan memerlukan perawatan khdéemakan biaya
akomodasi sebesar biaya perawatan kelas | yaitasaelRp. 50.000
(lima puluh ribu rupiah) kecuali jasa pelayananuseslengan kelas
ibunya ;

(4) Ruang Isolasi, dikenakan tarif sesuai dengan riawat inap kelas Il ;
(5) Ruang ICU, dikenakan tarif sebagai berikut :

a. Tarif ICU untuk pasien yang berasal dari kelad dan 1l per hari
dikenakan sebesar :

Akomodasi : Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima rikupiah)
Visite : - Dokter Umum : Rp. 8.000,- (delap@yu rupiah) ;

- Spesialis : Rp. 15.000,- (limadsetibu rupiah) ;
Jasa keperawatan : Rp. 6.000,- (enam ribumypia

b. Tarif ICU untuk pasien yang berasal dari rugmayiliun perhari
dikenakan sebesar :

Akomodasi : Rp. 150.000,- (seratus lima puluhurib
rupiah) ;
Visite : - Dokter Umum : Rp. 30.000,- (tiga phalribu rupiah) ;
- Spesialis : Rp. 50.000,- (limdyburibu rupiah) ;
Jasa keperawatan : Rp. 10.000,- (sepuluh upialn) ;

c. Jika pasien langsung masuk ICU terus menindgaia atau pulang
paksa, maka biaya perawatan sesuai dengan biaggasetana dimaksud

pada ayat (5) huruf a.

BAB XI
PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
Pasal 21
Pemeriksaan penunjang medik, meliputi :
a. Pemeriksaan Pathologi Klinik ;
b. Pemeriksaan Radio Diagnostik ;
c. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik.
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(1)

(@)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

@)

(4)
(5)

(6)

BAB XII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG MEDIK
Bagian Pertama
Tarif Pemeriksaan Pathologi Klinik

Pasal 22
Komponen Pemeriksaan Pathologi Klinik, terdiri dari
a. Biaya jasa sarana ;
b. Biaya jasa pelayanan ;
Besar biaya bahan dan alat untuk laboratorium seuegan harga eceran
tertinggi yang terakhir pada saat pembelian bahamaktersebut, yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala RSUD ;
Biaya pemeriksaan laboratorium pasien rawat jalaandakan dengan tarif
pemeriksaan pasien rawat inap kelas Il ;
Biaya pemeriksaan laboratorium penderita kiriman tiear rumah sakit
ditentukan sebesar biaya pemeriksaan laboratoawatrinap kelas | ;
Untuk pemeriksaan laboratorium cyto ditambah 20%a(guluh persen)

dari biaya semua pemeriksaan laboratorium.

Bagian Kedua
Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik
Pasal 23

Komponen biaya pemeriksaan radio diagnostik, teddir :
b. Jasa sarana ;
c. Jasa pelayanan ;
Pemeriksaan Radio Diagnostik, terdiri dari :
a. Pemeriksaan foto tanpa kontras ;
b. Pemeriksaan foto dengan menggunakan kontras ;
c. Pemeriksaan foto komplek ;
d. Pemeriksaan foto canggih ;
Besarnya biaya bahan yang dipergunakan ditentuledimggi-tingginya
sebesar harga eceran tertinggi yang terakhir saabglian bahan dan alat
tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan KepdllDRS
Untuk kelas 11l tidak dikenakan biaya Jasa Pelapan
Biaya pemeriksaan Radio Diagnostik pasien rawahjalisamakan dengan
tarif pemeriksaan pasien rawat inap kelas Il ;
Biaya pemeriksaan Radio Diagnostik penderita kinntari luar rumah

sakit ditentukan sebesar biaya rawat inap kelas | ;
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(7) Pemeriksaan cyto dan bed foto ( pemeriksaan digigngeng dilakukan di
Ruang Perawatan) ditambah 20% (dua puluh persenm) bliaya

pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik
Pasal 24

(1) Komponen biaya pemeriksaan diagnostik elektromedrkijri dari :

a. Jasa sarana ;
b. Jasa pelayanan ;

(2) Besarnya biaya bahan dan alat pemeriksaan diagnedtktromedik
ditentukan setinggi-tingginya sebesar harga ecemringgi saat bahan yang
dipergunakan menurut pembelian yang terakhir daentlikan dengan
Keputusan Kepala RSUD ;

(3) Biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik pasiematgalan disamakan
dengan tarif pemeriksaan diagnostik elektromedigigrarawat inap kelas
Il

(4) Biaya pemeriksaan diagnostik elektromedik pendekitaman dari luar
rumah sakit ditentukan sebesar biaya rawat inagsiel

(5) Pasien Rawat Inap kelas Il tidak dikenakan jasayaman ;

(6) Pemeriksaan cyto ditambah 20% (dua puluh persenbidga pemeriksaan.

BAB XIll
TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
Pasal 25
Tindakan medik dan terapi terdiri dari :
a. Tindakan medik dan terapi terencana ;
b. Tindakan medik dan terapi tidak terencana ;

BAB XIV
TARIF TINDAKAN MEDIK DAN TERAPI
Bagian Pertama
Tarif Tindakan Medik dan Terapi Terencana
Pasal 26
(1) Komponen biaya tindakan medik dan terapi terencaesiputi :
a. Biaya jasa pelayanan ;
b. Biaya jasa medik anesthesi ;

c. Biaya jasa sarana ;

17



(2) Jenis tindakan medik dan terapi terencana, meliputi
a. Tindakan medik dan terapi terencana kecil ;

b. Tindakan medik dan terapi terencana sedang ;
c. Tindakan medik dan terapi terencana besar ;

d. Tindakan medik dan terapi terencana komplek ;
e. Tindakan medik dan terapi canggih ;

(3) Besarnya biaya bahan dan alat dihitung setinggginya sebesar harga
eceran tertinggi saat bahan yang dipergunakan memp@mbelian yang
terakhir dan ditentukan dengan Keputusan KepalalRSU

(4) Jasa pelayanan dan jasa sarana untuk penderithjadavaditentukan sesuai
dengan tarif kelas Il ;

(5) Untuk Pasien Rawat Inap kelas Il tidak dikenajesa pelayanan ;

(6) Untuk operasi yang dilakukan oleh lebih dari 1 {¥alokter spesialis, jasa
pelayanan dihitung sesuai dengan jumlah dokteridmeyang melakukan
operasi ;

(7) Jika operasi yang dilakukan lebih dari satu regnaka jasa pelayanan
dihitung sesuai dengan jumlah regio yang dikerjgkan

(8) Jasa tindakan operasi komplek dan operasi cangdé@ntukan sesuai

dengan tarif sebagaimana tersebut dalam lampireaiuPan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tarif Tindakan Medik dan Terapi Tidak Terencana
Pasal 27
(1) Besarnya tarif jasa pelayanan dan jasa sarana tintlikkan operasi tidak
terencana (cyto) ditetapkan sebesar tarip tindakaerasi terencana
ditambah dengan 25% (dua puluh lima persen) ;
(2) Ketentuan cyto akan ditetapkan dengan Keputusgoal€dSUD.

BAB XV
PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN
Pasal 28
Jenis-jenis tindakan medik dan terapi pada pelay&edidanan dan penyakit
kandungan, meliputi :
a. Persalinan normal ;
b. Persalinan dengan penyulit ;

c. Tindakan-tindakan pada pelayanan kebidanampedayakit kandungan.
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BAB XVI

TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

(1)

(2)

Pasal 29
Komponen biaya tindakan medik dan terapi pada peky kebidanan dan
penyakit kandungan sebagaimana dimaksud pada Zxdaldiri dari :
a. Jasa sarana;
b. Jasa pelayanan ;
Besarnya tarif jenis-jenis tindakan medik dasrapi pada pelayanan
kebidanan dan penyakit kandungan sebagaimana dichaldam Pasal 28

tersebut pada lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
Pasal 30

Pelayanan penunjang non medik, meliputi :

a.

(1)

(2)

3)
(4)

Pelayanan Gizi ;

b. Pelayanan Instalasi Farmasi ;

c. Perawatan Jenasah (Pemulasaran) ;
d.

e. Pelayanan lain-lain.

Pelayanan Medico Legal ;

BAB XVIII
TARIF PELAYANAN PENUNJANG NON MEDIK
Bagian Pertama
Tarif Pelayanan Rehabilitasi Medik
Pasal 31

Jenis-jenis pelayanan rehabilitasi medik, meliputi
a. Pelayanan rehabilitasi medik sederhana ;
b. Pelayanan rehabilitasi medik sedang ;
c. Pelayanan rehabilitasi medik canggih ;
Komponen biaya rehabilitasi medik terdiri dari :
a.Jasa sarana ;
b.Jasa pelayanan ;
Untuk pasien kelas Ill tidak dikenakan biaya jasadik ;
Tarip pelayanan rehabilitasi medik, untuk pasiematainap sesuai dengan
kelas asalnya, untuk rawat jalan sesuai dengap fagias Il dan untuk

rujukan swasta sesuai dengan tarip kelas I.
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Bagian Kedua
Tarif Pelayanan Gizi
Pasal 32
(1) Konsultasi gizi diselenggarakan dipoliklinik gidzeb tenaga ahli gizi ;
(2) Besarnya biaya jasa konsultasi gizi penderitaajitean sebagai berikut :

a. Rawat Inap :

& Kelas lll = Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
& Kelas = Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
& Kelas | = Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;
< Paviliun = Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) ;

b. Untuk tarip Rawat Jalan disesuaikan dengan taoipsultasi di Poli

Rawat Jalan.

Bagian Ketiga
Tarif Pelayanan Instalasi Farmasi
Pasal 33
Pelayanan barang farmasi dilaksanakan oleh insfalasasi rumah sakit yang

meliputi obat-obatan, bahan kimia serta alat-adgekatan ;

Bagian Keempat
Tarif Perawatan Jenasah (Pemulasaran)
Pasal 34
(1) Komponen biaya perawatan jenasah, meliputi :
a. Jasa Pelayanan ;
b. Jasa Sarana ;

(2) Penyimpanan jenasah dalam lemari es diizinkan gdéima 3 (tiga) x 24
(dua puluh empat) jam, untuk tarif penyimpanan $aha ditetapkan sebesar
Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) / hari dasaj petugas sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah) / hari ;

(3) Pelayanan diluar jam dinas ditambah 25% (dua plutod persen) dari tarif

yang ada.

Bagian Kelima
Tarif Pelayanan Lain-lain
Pasal 35
(1) RSUD memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan ;
(2) Untuk keperluan Chek-Up dari PNS dilakukan olehitgarmpemeriksaan
kesehatan yang ditunjuk oleh Kepala RSUD ;
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3)

(4)

(1)

(2)

3)

(4)

(5)

(1)

(2)

Apabila diperlukan pemeriksaan penunjang, biayaandiah tarif
pemeriksaan penunjang ;

Jasa Pelayanan Pemeriksaan :

& Surat Keterangan Istirahat Rp. 2.000,- (dua rilpiaty) ;
& Surat Keterangan Sehat (KIR) Rp. 5.000,- (lima nipiah) ;
& Surat Keterangan Kelahiran Rp. 5.000,- (lima rippiah) ;

& Surat Keterangan Kematian tanpa otopsi Rp. 5.@@a ribu rupiah) ;

& Surat / visum et repertum hidup Rp. 5.000,- (linba rupiah).

Pasal 36
Tarif penggunaan mobil ambulance ditentukan untulira) kilometer
pertama sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu h)piselanjutnya tiap 1
(satu) kilometer sebesar Rp. 2.000,- (dua ribuatpsampai tujuan dan
ditambah biaya pemakaian bahan bakar pulang balik ;
Besarnya tarif pemakaian mobil jenasah ditetapkadua) x dari tarif
pemakaian ambulance kecuali biaya pemakaian badiaar b
Apabila pasien yang rujuk mempergunakan kembad g@sbulance, maka
dikenakan biaya sebagaimana dimaksud pada gyat (1
Ambulance khusus dengan peralatan dikenakan tabésar Rp. 75.000,-
(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk 5 (lima) kileter pertama, selanjutnya
setiap 1 (satu) kilometer dikenakan biaya sebegar3000,- (tiga ribu
rupiah) + biaya pemakaian bahan bakar pulang balik;
Untuk pemakaian peralatan didalam ambulance khdsngan peralatan
dikenakan tarif diluar tarip di atas.

BAB XIX
PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 37
Dalam melaksanakan fungsinya RSUD Dr. Moh Saleratdapengadakan
kerjasama dengan Pihak ketiga yang dituangkan daRenjanjian
Kerjasama,;
Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada)ayeliputi
a. Kerjasama Retribusi Pelayanan Kesehatan ;

b. Kerjasama operasional alat kedokteran ;
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c. Kerjasama operasional gedung ;
d. Kerjasama Pendidikan dan pelatian (jika ada) ;

e. Perjanjian kerjasama operasional lain yang sah.

BAB XX
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 38
Pengelolaan keuangan terkait dengan penerimaafbusatr pelayanan
kesehatan di RSUD dilakukan sesuai dengan perap@ramdang-undangan

yang berlaku.

BAB XXI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 39

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitea SKRD atau dokumen lain

yang dipersamakan.

(1)
(2)
@)

(4)

(5)

(1)

BAB XXII
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
Pasal 40

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
Retribusi pelayanan kesehatan dikenakan kepadd\Rajribusi ;
Retribusi dipungut berdasarkan ketetapan yang mijken dalam SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan ;
Hasil pemungutan retribusi pelayanan kesehatan p&ldD merupakan
Retribusi jasa umum, 100 % pendapatannya dapadkdii jangsung untuk
biaya operasional dan tidak perlu disetor ke kasajdanya pembukuannya
arus tetap dilaporkan ;
Tata cara pemungutan dan penyetoran ditetapkaraddpgraturan Kepala

Daerah.

BAB XXIII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 41

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilurgsiligus ;
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(@)

)

(1)

(@)

3)

(1)

(2)

)

(4)

(5)

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatB®a(tiga puluh) hari
sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yangediamakan,
SKRDKBT dan STRD ;

Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat perabasetribusi diatur

dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XXIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 42

Surat teguran atau surat peringatan atau suraydaig sejenis sebagai awal
tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikelumarkahari sejak jatuh
tempo pembayaran ;
Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal suraurteg atau surat
peringatan atau surat lain yang sejenis disampalégjib Retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang ;
Surat teguran, surat peringatan atau surat laimg ysajenis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepalar@aatau Pejabat yang
ditunjuk.

BAB XXV
KEBERATAN

Pasal 43
Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanymd@ Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumaim lyang
dipersamkaan SKRDKBT dan SKRDLB ;
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasanésia dengan disertai
alasan-alasan yang jelas ;
Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan &&tetapan retribusi,
wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbb@n&etetapan retribusi
tersebut ;
Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu pdlnga 2 (dua) bulan
sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang diperkame&SKRDKBT dan
SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribugertentu dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat rdijpe karena keadaan
diluar kekuasaannya ;
Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayabusi dan
pelaksanaan penagihan retribusi.
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(1)

(@)

Pasal 44
Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalamkmmgaktu paling lama
6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan whiterharus memberi
keputusan atas keberatan yang diajukan ;
Keputusan Kepala Daerah atau Pejabat yang dituatipsk keberatan dapat
berupa menerima seluruhnya atau sebagian, mendik menambah

besarnya retribusi yang terutang ;

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(&yatelah lewat dan

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak neeikdn suatu

keputusan, keberatan yang diajukan tersebut digndjgabulkan.

BAB XXVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 45

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retiibdapat mengajukan

(@)

permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah atgbalP yang

ditunjuk ;

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalamkmmgaktu paling lama
6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kedebipembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memsberikan keputusan

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada(ay#tlah dilampaui

dan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tid&kmberikan suatu
keputusan, permohonan pengembalian kelebihan uwstribtdianggap
dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam gjen waktu paling

lama 1 (satu) bulan ;

(4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribdainnya, kelebihan

(5)

(6)

pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada @yatlangsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hgteetribusi tersebut ;
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sefagai dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lam#dda) bulan sejak
diterbitkannya SKRDLB ;

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran reiridilakukan setelah
lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah Bigabat yang ditunjuk
memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perselmjlas atas
keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
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(1)

(@)

3)

(1)

(2)

Pasal 46
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaranustdiajukan tertulis
kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjulgasersekurang-
kurangnya menyebutkan :
a. Nama dan alamat wajib retribusi ;
b. Masa retribusi ;
c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
d. Alasan yang singkat dan jelas ;
Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran ustriisampaikan
secara langsung atau melalui pos tercatat ;
Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau buktgipeman pos tercatat
merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepakrah atau Pejabat

yang ditunjuk.

Pasal 47
Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengaenerbitkan Surat
Perintah Membayar Kelebihan Retribusi ;
Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitargkdengan hutang
retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pa€al ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan Oakti

pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayara

BAB XXVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

(1)

(@)

®3)

(4)

Pasal 48
Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keangadan
pembebasan retribusi ;
Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasbagagseana
dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampajib retribusi,
antara lain dengan cara mengangsur ;
Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada(Ryatntara lain
diberikan kepada Wajib retribusi karena tertimpandama alam atau
kerusuhan dan hal-hal lain yang patut dipertimbangk
Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasdugieditetapkan

oleh Kepala Daerah.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB XXVIII
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 49

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluavaetelah melampaui
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung saat terutgagretribusi, kecuali
apabila wajib retribusi melakukan tindak pidan®idiang retribusi ;
Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dirdaksda ayat (1)
tertangguh apabila :
a. diterbitkan surat teguran ; atau
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribbhaik langsung

maupun tidak langsung.

BAB XXIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 50
Setiap Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kibaanya sebagaimana
telah diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehinggaugikan keuangan
Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (pbaman atau denda
paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi ydegitang ;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat §lgragelanggaran ;

BAB XXX
PENYIDIKAN
Pasal 51

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkunga@merintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk nodéi@k penyidikan

tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaamdimaksud dalam

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab bgdadang

Hukum Acara Pidana ;

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayatiélah ;

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kegaa atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidamigusi daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkaetts ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan nmm@sig®rang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yhliagukan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retrdaesiah ;
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Meminta keterangan atau bahan bukti dari orangagdrilatau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang retriaesiah;
Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumé&orden lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retritbasiah ;

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahakti bu
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen laita selakukan
penyitaan terhadap barang bukti tersebut berkadmgan retribusi
daerah ;

Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanagas
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggatikangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsungndareriksa
identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaistiamaksud pada
huruf e ;

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tinda&npidli bidang
retribusi daerah ;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dperitisa sebagai
tersangka atau saksi berkaitan dengan retribusakdae

Menghentikan penyidikan ;

Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancapenyidikan
tindak pidana di bidang retribusi daerah menurlkuhu yang dapat

dipertanggungjawabkan ;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) metabekan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntuturymmelalui
Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan yang didalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-ugpddukum Acara

Pidana.

BAB XXXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 52

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahsépanjang mengenai

teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut Blepala Daerah.
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Pasal 53
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka RamatlDaerah Kota
Probolinggo Nomor 25 Tahun 2000 tentang Retribietayanan Kesehatan Di
Rumah Sakit Umum Dokter Mohamad Saleh sebagainedaha tliubah dengan
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun320@icabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelagngan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaramb#&eta Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2007

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 23 April 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2007 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUNARMI, SH. MH
Pembina Tk |
NIP. 510 087 583
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